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Penerapan kebijakan efisiensi anggaran 
DIY dan dampaknya untuk operasional 
Pemerintahan Daerah. 
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ARAHAN 
PRESIDEN

• Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi 
banding, pencetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion.

• Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
• Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan 

besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga 
satuan regional.

• Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output 
yang terukur.

• Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan 
publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah 
atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran 
sebelumnya.

• Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk 
uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

• Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang 
bersumber dari transfer ke daerah. 

Kepada Kepala Daerah dalam Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 
dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang di tindaklanjuti dengan SE 
Gub DIY No. B/900.1.12/510/SET tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam 
Pelaksanaan APBD 2025.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran
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Tindak Lanjut Inpres No 1 
Tahun 2025

Melakukan konsolidasi 

internal, yang ditinjut dgn SE 

Sekda an. Gubernur no 

B/900.1.12/510/SET TAHUN 

2025 Tentang Efisiensi  Dalam 

Belanja Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 

2025.

Melakukan 

Identifikasi/penandaan 

terhadap komponen 

beberapa belanja yang 

selaras dengan amanat 

Inpres No 1 Tahun 2025 
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Penataan ulang 

belanja daerah  

dengan prioritas pada 

pelayanan publik, 

mandatory spending, 

serta permasalahan 

pembangunan di 

daerah
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Gambaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemda DIY TA. 2024 dan 2025



Perbandingan APBD DIY TA. 2024 & TA. 2025



Lain-lain PAD 

yang Sah: 4%

Anggaran Pendapatan DIY Tahun 2025: 

Rp5,025,509,838,565

sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Retribusi Daerah: 4%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

RP1,708,240,975,934

PENDAPATAN TRANSFER

Rp3,309,663,362,631

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH Rp7,605,500,000



Belanja 

Bansos: 0,9%

Belanja Modal 

Aset Lainnya: 

0,014%

Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 1,1%

Anggaran Belanja Daerah 

DIY Tahun 2025: 

Rp 5.237.363.379.173

Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Belanja 

Subsidi: 2,7%

BELANJA OPERASI Rp1,708,240,975,934

BELANJA MODAL

Rp3,309,663,362,631

BELANJA TRANSFER Rp879,762,766,136

Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 1,1%



Inpres No 1 Tahun 2025 & 
KMK 29/2025 ttg Penyesuaian Alokasi TKD

dampaknya untuk operasional Pemerintahan 
Daerah











Perlu penyesuaian belanja senilai Rp265.826.383.000,00, terdiri dari:

1.Belanja Danais Rp200.000.000,00. Penyesuaian Danais Berdasarkan KMK No 29 th 2025

2.Penyesuaian Belanja DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum Rp25.612.389.000,00. Penyesuaian DAU Berdasarkan KMK No 29 

th 2025 - DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum

3.Penyesuaian Belanja DAK Fisik Rp40.213.994.000,00. Penyesuaian DAK Fisik Berdasarkan KMK No 29 th 2025

Simulasi Tabel T APBD 2025dampaknya untuk operasional 
Pemerintahan Daerah



Tujuan Indikator 
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Realisasi  

2024
% realisasi

2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Kondisi 
Akhir 2027

1.1. Terwujudnya kualitas 

hidup-kehidupan-

penghidupan masyarakat.

IGI (Inclusive Growth Index) Indeks 6.42 6.71 104.52 6,52 6,62 6,72 6,72

Indeks Kebahagiaan Indeks 73.41 71.7 97.67 73,98 74,55 75,12 75,12

Angka 

Inclusive 

Growth 

Index (IGI) 

6,15 (2021) 

menjadi 

6,64 (2026)

1.1.1. Semakin 
kecilnya tingkat 
kemiskinan.

Angka Kemiskinan % 10.16 10.4 97.69 9,66 9,16 8,66 8,66

1.1.2. Penghidupan 
ekonomi yang layak.

Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB % 5.1 - 5.6 5.05 99.02 5,3-5,8 5,5-6,0 5,7-6,2 5,7-6,2

Pendapatan per Kapita
Juta 

Rupiah
30.23 48.36 159.97 31,51 32,89 34,41 34,41

Tingkat Pengangguran Terbuka % 3.51 - 3.81 3.48 100.86 3,26-3,56 3,01-3,31 2,76-3,06 2,76-3,06

Inflasi % 2.00 - 4.00 1.28 156.25 2-4 2-4 2-4 2-4

1.1.3. Kualitas SDM 
Yogyakarta yang 
dapat diandalkan.

Indeks Pembangunan Manusia Indeks 81.36 81.62 100.32 81,68 81,97 82,23 82,23

Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 74.78 67.9 90.80 74,98 75,18 75,38 75,38

2.1. Mengecilnya 

Ketimpangan Wilayah.

Indeks Williamson Indeks 0.441 0.4836 91.19 438 435 432 432

2.1.1. Meningkatnya 
kapasitas ekonomi 
pada kawasan belum 
maju.

Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap 

Keseluruhan PDRB DIY
% 40.09 41.47 103.44 40,13 40,18 40,24 40,24

3.1. Terwujudnya Tata 

Kelola Pemerintahan yang 

Baik.

Indeks Reformasi Birokrasi Indeks A
A 

(93,42)
100 A A A A

3.1.1. Meningkatnya 
Good Governance.

Opini BPK Indeks WTP WTP 100 WTP WTP WTP WTP

SAKIP Indeks AA
AA

(92.65)
100 AA AA AA AA

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Tinggi
Tinggi 
(81,62)

100 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

4.1. Terwujudnya 

lingkungan hidup yang lebih 

baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Sedang
Sedang
(68,44)

100 Sedang Sedang Sedang Sedang

4.1.1. Terwujudnya 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang % 82.62 82,83 100.25 83,74 84,86 85,98 85,98

4.1.2. Menurunnya 
risiko bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Indeks 113.11 102.83 110 108,7 104,29 99,88 99,88



Refleksi Capaian Kinerja  Tahun 2018-2024; 
Bagaimana proyeksi  capaian kinerja 2025? - diperkirakan akan mengalami konstraksi

pandemi covid-19

RPD 

2023-

2026

RPJMD DIY 

2022-2027



Sektor Dampak Rekomendasi 

Sasaran  Penghidupan ekonomi yang layak dengan indikator Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka,  Inflasi

Pariwisata dan MICE Penurunan reservasi hotel dan pendapatan usaha pendukung.; 
karena pemerintah mengurangi event di Hotel dan restoran

Promosi MICE ke sektor swasta dan 
insentif fiskal untuk hotel.

UMKM dan Sektor Pendukung Penurunan permintaan produk UMKM dan jasa transportasi. Bantu UMKM beralih ke pasar digital 
dan berikan subsidi transportasi.

Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju dengan indikator
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY; akan terkait capaian Indeks Williamson

Ketimpangan Regional Pemotongan DAK dan dana desa memperlebar kesenjangan. Alokasikan dana khusus untuk daerah 
tertinggal.

Meningkatnya Good Governance dengan indikator:  Opini BPK; SAKIP Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Pelayanan Publik Risiko penurunan kualitas layanan Prioritaskan anggaran untuk layanan 
dasar dan daerah tertinggal.

Transformasi Digital Peningkatan efisiensi melalui e-government. Perluas adopsi teknologi digital di 
seluruh instansi.
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Prakiraan Dampak Umum terhadap Sasaran Pemda 



Kecukupan ruang fiskal 
03





Peta kategori kapasitas fiskal 2022-2024

Sumber :

1.PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024

2.PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023

3.PMK 193/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 

2022



Strategi dan Inovasi Pemda DIY 
menghadapi keterbatasan anggaran
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Rumus 
Umumnya:





STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD (UU 1/2022)



Langkah-langkah peningkatan efektivitas 
belanja daerah dalam konteks efisiensi 
anggaran. 
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Pengembangan Balance Scored Card (BSC) dalam pengukuran/penilaian kinerja -  yang 
menitikberatkan pada KINERJA (manfaat), bukan  semata pada KERJA (output/keluaran).





Terimakasih
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